SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi PANRB Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu
dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
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Mengingat

Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muna tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muna Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebegaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

idih.kpu.go.id/sultra/muna


jdih.kpu.go.id/sultra/muna

Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemillhan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi  Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instanis Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instanis Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Keputusan Komisi Pemililhan Umum Nomor
314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.
Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pembentukan dan penetapan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Tim Pengarah:

a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani;

b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana
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kerja di masing-masing Tim;

memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai
dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat
memberikan dampak perbaikan birokrasi serta

meberikan dampak pada masyarakat; dan

. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani secara berkala dan memberikan
arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap
berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road

Map dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana:

a.

merumuskan program Kkegiatan Pembangunan
Zona Integritas;
merancang rencana aksi program Pembaunan

Zona Integritas;

. melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

bersama unit/satuan kerja terkait;

. melaksanakan fokus perubahan sesuai aksi yang

ditetapkan bersama; dan
melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala.
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai
dengan bulan Desember tahun 2025 dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SBEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
ATEN MUNA
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TAHUN 2025
KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1 2 3 4
1. PENGARAH
La Ode Muhamad
1. Askar Adi Jaya, S.H Ketua KPU Pengarah
2. | La Tasman, SP Anggota KPU Pengarah
3. | Alimudin, S.Pd Anggota KPU Pengarah
La Ode
4. Ngkumabusi, SH Anggota KPU Pengarah
Wa Ode Lilis Widya
9 Ningsih, ST Anggota KPU Pengarah
2. TIM KERJA
La Ode Abdul . .. -
1. | Manaf Fattah Alam, Sekretaris Komisi Pemilihan Ketua
SE Kabupaten Muna
a. TIM MANAUEMEN PERUBAHAN
La Ode Abdul . .. - Koordinator
1. | Manaf Fattah Alam, SekreKtir;z K:E:;s;\;:i?:hhan Merangkap
SE P Anggota
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KEDUDUKAN

NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1 2 3 4
Kepala Sub Bagian Partisipasi,
2. | Andi Arwin, SP Hubungan Masyarakat dan Anggota
Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian
3. | Sitti Amrana, S.Hut Perencanaan, Data dan Anggota
Informasi
Kepala Sub Bagian Teknis
4. | Sarus, SP Penyelenggaraan Pemilu dan Anggota
Hukum
Waode Muliati Kepala Sub Bagian Keuangan,
2 Hariki, SE Umum dan Logistik Auggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA
Kepala Sub Bagian Partisipasi, | Koordinator
1. | Andi Arwin, SP Hubungan Masyarakat dan Merangkap
Sumber Daya Manusia Anggota
Kepala Sub Bagian
2. | Sitti Amrana, S.Hut Perencanaan, Data dan Anggota
Informasi
. . Penata Kelola Pemilihan
3. | Ali Sahidin, ST L — Anggota
4. | Memed Operator Layanan Operasional Anggota
5. | Sawaluddin, A.Md Penelaah Teknis Kebijakan Anggota
6.. |Irwan Operator Layanan Operasional Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Kepala Sub Bagian Partisipasi, | Koordinator
1. | Andi Arwin, SP Hubungan Masyarakat dan Merangkap
Sumber Daya Manusia Anggota
2. | Wa Ode Rahmawati Pengelola I.,ayanan Anggota
Operasional
3. | Yoan Pattiasina, ST Penata Kelola Sistem dan Anggota

Teknologi Informasi
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NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3 4
4. | Ardy Hardiman Operator Layanan Operasional Anggota
5 | La Ode Amrin Operator Layanan Operasional Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Kepala Sub Bagian Koordinator
1. | Sitti Amrana, S.Hut Perencanaan, Data dan Merangkap
Informasi Anggota
Pengelola Layanan
2. | Erah Rachman Operasional Anggota
Penata Kelola Pemilihan
3. | Bahar Arifin, ST Umum Ahli Pertama Anggota
. Penata Kelola Sistem dan
4. | Arianto Pratama, ST teknologi Informasi Anggota
5. |LaJdana Penelaah Teknis Kebijakan Anggota
6. | Ratriyani, A.Md Operator Layanan Operasional Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN
Kepala Sub Bagian Teknis Koordinator
1. | Sarus, SP Penyelenggaraan Pemilu dan Merangkap
Hukum Anggota
La Ode Abdul . "
2. Wahab, SH Penelaah Teknis Kebijakan Anggota
; Pengelola Layanan
3. | Wa Ode Rahmawati Opemsional Anggota
Muhammad Nurul 4
4. | Fikry Ramadhan Pen;g;:gg dl:llztegnl-(liiﬁum aa Anggota
Armin, SH 8 gan
5 | Anite. OH Penyusun Materi Hukum dan Anggota

Perundang Undangan
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KEDUDUKAN

NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1 2 3 4
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Waode Muliati Kepala Sub Bagian Keuangan, Ig;::;i;rglizor
" | Hariki, SE Umum dan Logistik p
Anggota
2. | La Ode Eti Penelaah Teknis Kebijakan Anggota
Wa Ode Dwi .
3. | Andriveri Sofiti, Penata Kelola Sls‘tem dan Anggota
Teknologi
S.Kom
: Penata Kelola Sistem dan
4. | Arianto Pratama, ST teknologi Informasi Anggota
5 [lman Samhabib, Penata Kelola Sistem dan P a—
" | S.Kom Teknologi Informasi 88
6. | Memed Operator Layanan Operasional Anggota
i ;Wﬁg MWekeraeian, Operator Layanan Operasional Anggota
8. | Darwis, A.Md Operator Layanan Operasional Anggota
9. | Alimin Pengadministrasi Perkantoran Anggota
10. | Abdul Rajab Pengadministrasi Perkantoran Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
EKRET
= PATEN MUNA
& SE T
|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

T KOMISI PEMILIHAN UMUM

b Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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